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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh orang pribadi maupun
badan yang digunakan untuk pembangunan nasional sekaligus menjadi
penerimaan yang paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Definisi tersebut sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2009
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1.Pajak
menempati persentase tertinggi pada APBN dan paling potensial sebagai
sumber penerimaan negara. Seperti yang diungkapkan oleh Kemenkeu bahwa
penerimaan pajak pada tahun 2017 mencapai Rp 1.339,8 triliun atau 91% dari
target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017,
atau tumbuh sebesar 4,3% dari tahun 2016 (sindonews.com, 2018). Realisasi
penerimaan pajak juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke
tahun dengan persentase pertumbuhan yang konstan antara 16%-17%
(onlinepajak, 2019).

Melihat besarnya penerimaan negara dari sektor perpajakan,
pemerintah  Indonesia  terus  melakukan  langkah-langkah  untuk
mengoptimalkan penerimaan pajak. Dalam hal ini, baik wajib pajak
perseorangan maupun wajib pajak badan diharapkan turut berkontribusi dalam

kewajiban perpajakannya. Salah satu pihak yang memberikan kontribusi yang



cukup besar ialah perusahaan. Namun dalam hal ini, pemerintah yang
memiliki tujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak bertolak belakang
dengan tujuan perusahaan yang bertindak sebagai wajib pajak. Pajak yang
dibayarkan perusahaan kepada pemerintah dianggap sebagai beban bagi
perusahaan serta pemilik perusahaan (Sari dan Martani, 2010).
Ketidaksenangan perusahaan untuk membayar pajak terjadi karena kontribusi
yang telah mereka berikan, tidak memberikan imbalan secara langsung.

Sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban cukup besar dalam
penerimaan pajak negara, perusahaan merasa perlu untuk melakukan suatu
upaya yang dapat membuat pembayaran pajak tersebut menjadi lebih efisien.
Salah satu hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan
perencanaan pajak yang agresif atau biasa disebut dengan agresivitas pajak.
Frank et al. (2009) menjelaskan tindakan agresivitas pajak sebagai tindakan
untuk merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan
perencanaan pajak (tax planning) baik dengan menggunakan cara yang
tergolong legal ataupun ilegal. Perencanaan pajak secara legal atau biasa
disebut tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan
dari ketentuan perpajakan. Sedangkan perencanaan pajak secara ilegal atau
sering disebut tax evasion dilakukan dengan cara melanggar peraturan
perundang-undangan mengenai ketentuan perpajakan.

Agar dapat menurunkan pendapatan kena pajak sehingga beban pajak
yang dikeluarkan nantinya dapat lebih hemat, manajer perusahaan cenderung

melaporkan laba yang lebih kecil dengan tujuan meminimalkan pembayaran



pajak tersebut. Hal ini dapat menjadi salah satu wujud dari manajemen laba.
Melalui manajemen laba, manajer dapat mengatur besarnya pajak dengan cara
menurunkan laba agar beban pajak yang seharusnya dibayarkan dapat
berkurang (Scott, 2009). Perencanaan pajak dan manajemen laba memiliki
kaitan yang erat karena keduanya memiliki tujuan untuk mencapai target laba
dengan cara merekayasa angka laba dalam laporan keuangan. Berbagai
tindakan yang dilakukan perusahaan dalam rangka mengurangi kewajiban
perpajakannya menunjukkan bahwa perencanaan pajak dilakukan dengan
memanipulasi aktivitas operasi perusahaan atau real earning management
(Syanthi dkk., 2013).

Penelitian tentang agresivitas pajak telah banyak dilakukan baik di
dalam negeri maupun luar negeri. Di luar negeri, agresivitas pajak
dihubungkan dengan pelaporan keuangan, kepemilikan keluarga, serta
corporate governance. Di Indonesia, penelitian tentang agresivitas pajak juga
telah sering dilakukan. Beberapa penelitian mengaitkannya pada faktor
kondisi keuangan seperti likuiditas dan profitabilitas. Penelitian yang
menghubungkan faktor kondisi keuangan dengan agresivitas pajak pernah
dilakukan antara lain oleh Suyanto(2012) serta Budianti dan Curry (2018).

Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan tersebut dapat dilihat melalui rasio
likuiditas. Apabila perusahaan tersebut memiliki rasio likuiditas yang tinggi,
maka hal ini menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam

memenuhi utang jangka pendeknya. Bradley (1994) dan Siahaan (2005)



menyebutkan jika perusahaan mengalami kesulitan likuiditas dapat memicu
perusahaan untuk tidak taat terhadap peraturan pajak yang ada sehingga
nantinya dapat mengarah ke tindakan agresif terhadap pajak. Fadli (2016)
dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa semakin likuid perusahaan
dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka perusahaan juga akan
semakin berkurang untuk bertindak secara agresif terhadap perencanaan pajak.
Sedangkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Adisamartha dan Noviari
(2015) menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang positif
terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan semakin tingginya tingkat
likuiditas, maka tingkat laba juga tinggi sehingga akan membuat perusahaan
menjadi bertindak lebih agresif dalam menanggung beban pajaknya.

Selain likuiditas, kondisi keuangan perusahaan yang biasanya
dikaitkan dengan penelitian tentang agresivitas pajak ialah profitabilitas
(Kamila, 2017). Profitabilitas menjadi salah satu pengukur Kinerja karena
menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama
periode tertentu. Sehingga dengan semakin tingginya profitabilitas
perusahaan, maka semakin baik pula kinerja perusahaan dalam memanfaatkan
aktiva untuk menghasilkan laba (Tangkilisan, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013)
menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal
ini menunjukkan jika laba yang diperoleh tinggi, maka tingkat penghindaran
pajak yang dilakukan akan semakin rendah. Dengan tingkat profitabilitas

yang tinggi, perusahaan akan selalu mentaati pembayaran pajaknya. Berbeda



halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiyani dan Septanta (2017).
Penelitan tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif
terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang menginginkan perencanaan pajak
harus semakin efisien dari segi beban sehingga pajak yang dibayarkan tidak
dalam jumlah yang besar. Dengan rasio profitabilitas yang tinggi,
menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan manajemen. Peningkatan laba
akan membuat kewajiban perpajakan juga semakin meningkat sehingga ada
kemungkinan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Rasio likuiditas dan rasio profitabilitas sangat penting bagi pihak
internal dan eksternal karena mengukur seberapa besar kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam memperoleh laba.
Perusahaan menginginkan perolehan laba yang tinggi untuk mempertahankan
kelangsungan hidup perusahaannya sekaligus mensejahterakan pemilik.
Namun keinginan untuk memperoleh laba yang tinggi menjadi sebuah kendala
ketika perusahaan dihadapkan dengan kewajiban perpajakannya.Perusahaan
pasti menginginkan perolehan laba yang maksimal namun beban pajak yang
minimal. Oleh karena itu, salah satu tindakan oportunistik yang dilakukan
perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya tersebut adalah melalui
perencanaan pajak yang agresif. Sebagai pihak yang memiliki kendali penuh
dalam menjalankan perusahaan, manajer akan melakukan tindakan tersebut
agar memperoleh laba yang besar sehingga mendapatkan keuntungan atas
prestasi yang mereka lakukan (Sutedi, 2009). Namun hal tersebut dapat

menimbulkan risiko bagi perusahaan yang membuat reputasi perusahaan



menjadi buruk (Annisa dan Kurniasih, 2012). Agar konflik yang terjadi antara
manajemen dan pemilik saham dapat diminimalisir, maka dengan adanya
corporate governance diharapkan dapat mempertemukan kepentingan internal
dan eksternal karena dapat meningkatkan kontrol serta transaparansi (Mulyadi
dan Anwar, 2014).

Corporate governance menunjukkan adanya perbedaan kepentingan
antara manajer sebagai agen dengan pemegang saham sebagai prinsipal yang
juga berkaitan dengan baik buruknya tata kelola perusahaan dalam
pengambilan keputusan perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Penelitian
mengenai corporate governance dan perencanaan pajak menjadi penting
karena dua hal. Pertama, strategi untuk memilih perencanaan pajak merupakan
salah satu peran manajer. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap
performa perusahaan juga kesejahteraan pemegang saham, maka manajer akan
memilih strategi paling efektif agar beban pajak yang dikeluarkan dapat lebih
ditekan seminimal mungkin. Kedua, dengan adanya penekanan beban pajak
tersebut, perusahaan akan lebih diuntungkan dalam jangka pendek namun
akan dirugikan dalam jangka panjang (Minnick dan Noga, 2010).

Fenomena agresivitas pajak pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun
2007, penyidik pajak menemukan adanya indikasi tindak pidana pajak oleh
PT. Kaltim Prima Coal (KPC) berupa rekayasa penjualan (tempo.co, 2010).
PT KPC melakukan penjualan barang dengan harga lebih murah ke
perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan menyebabkan omset

penjualan KPC menjadi lebih rendah dibandingkan menjualnya secara



langsung dengan selisih mencapai triliunan rupiah (Simatupang, 2010). Kasus
tersebut menjadi salah bukti bahwa masih banyak kasus penghindaran pajak
yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar.

Dari hasil pemaparan di atas, penulis berkeinginan untuk
mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadli (2016)
yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen,
Manajamemen Laba, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas
Pajak Perusahaan”. Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat
beberapa hasil penelitian yang tidak konsisten, salah satunya yaitu likuiditas.
Penelitian yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018) menunjukkan
bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas. Penelitian Anita
(2015) memberikan hasil bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap
agresivitas pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Tiaras dan
Wijaya (2015) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap
agresivitas pajak. Dalam penelitian ini, leverage digunakan sebagai variabel
kontrol dan manajemen laba tidak lagi digunakan. Manajemen laba tidak lagi
digunakan sebagai variabel independen namun akan menjelaskan agresivitas
pajak karena manajemen laba merupakan salah satu wujud dari agresivitas
pajak

Dalam penelitian Fadli (2016) komisaris independen dan kepemilikan
institusional termasuk dalam proksi corporate governance dan dijadikan
sebagai variabel independen. Hasil menunjukkan bahwa komisaris independen

berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan kepemilikan



institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian ini,
komisaris independen dan kepemilikan institusional yang menjadi mekanisme
corporate governance digunakan sebagai variabel pemoderasi.

Menurut MacKinnon (2011), ada beberapa alasan untuk memasukkan
variabel moderasi dalam penelitian yang salah satunya adalah untuk menguji
teori. Teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu teori agensi. Di satu
sisi, manajemen menginginkan adanya peningkatan kompensasi melalui
keuntungan yang tinggi. Namun di sisi lain, baik pemilik saham maupun
manajemen juga menginginkan beban pajak yang lebih rendah. Konflik terjadi
ketika adanya asimetri informasi di antara keduanya yang berkaitan dengan
prospek perusahaan di masa depan akibat dari tindakan pajak yang agresif.
Oleh karena itu, dengan adanya corporate governance diharapkan dapat
meminimalisir konflik yang terjadi antara pihak-pihak terkait. Corporate
governance diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan serta akuntabilitas
perusahaan. Hal tersebut guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan
stakeholder lainnya yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan
nilai-nilai etika (Sutedi, 2009).

Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan
pertambangan yang terdaftar di BEI. Sesuai fenomena yang terjadi,
pengelolaan sumber daya alam pada perusahaan pertambangan di Indonesia
tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak (Tribun-medan.com, 2014).

Dengan kata lain, masih banyak perusahaan pertambangan yang tidak



memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang seharusnya. Selain
itu, berkaitan dengan likuiditas dan profitabilitas, sektor pertambangan
merupakan sektor yang memerlukan biaya investasi yang sangat tinggi guna
membiayai operasional perusahaan yang selalu mengalami peningkatan dalam
bentuk hutang jangka pendeknya sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi
kondisi keuangan perusahaan (Merdiansyah, 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan
penelitian  yang  berjudul “PENGARUH LIKUIDITAS DAN
PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI

Tahun 2016-2017)”.

Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen pada penelitian ini hanya ada dua, yaitu likuiditas dan
profitabilitas. Likuiditas dan profitabilitas relevan untuk digunakan dalam
penelitian ini karena menggambarkan faktor kondisi keuangan perusahaan.
Likuiditas dan profitabilitas diharapkan mampu meminimalisir tindakan
perencanaan pajak karena dengan likuditas dan profitabilitas yang tinggi,
maka perusahaan dapat memenuhi kewajibannya serta mengatasi biaya-
biaya yang timbul. Selain itu, meskipun penelitian tentang likuiditas dan
profitabilitas terhadap agresivitas pajak telah banyak dilakukan, namun

masih terdapat beberapa perbedaan pada hasil penelitiannya.
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2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan
pertambangan yang terdaftar di BEI. Perusahaan pertambangan dipilih
sebagai sampel penelitian karena melihat pengelolaan sumber daya alam
yang dimiliki Indonesia tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak

Negara (tribun-medan.com, 2014).

C. Rumusan Masalah Penelitian

Likuiditas dan profitabilitas dalam perusahaan menjadi hal yang
penting bagi pihak internal maupun eksternal. Rasio likuiditas dan rasio
profitabilitas akan memberikan informasi penting bagi pertumbuhan
perusahaan dalam jangka pendek (Syamsuddin, 2009:40). Semakin tinggi
kedua rasio tersebut, menunjukkan jika perusahaan dapat memenuhi
kewajibannya serta menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam
mempertahankan usahanya (Amanah dkk, 2014). Dengan rasio yang tinggi
tersebut, perusahaan dapat memenuhi kewajibannya termasuk kewajiban
dalam pembayaran pajak. Perusahaan akan mematuhi peraturan perpajakan
sesuai ketentuan yang ada tanpa bertindak secara agresif. Dengan begitu,
pengawasan terhadap perusahaan juga semakin meningkat sehingga
manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan terkait
kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Apakah corporate governance memperkuat pengaruh negatif likuiditas

terhadap agresivitas pajak?
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2. Apakah corporate governance memperkuat pengaruh negatif profitabilitas

terhadap agresivitas pajak?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah corporate governance
dapat menurunkan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen saat
likuiditas dan profitabilitas meningkat. Saat likuiditas meningkat, maka
diasumsikan perusahaan memiliki kondisi arus kas yang sehat sehingga
mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya termasuk pembayaran pajak.
Begitu pula dengan profitabilitas yang meningkat, perusahaan diasumsikan
dapat mengatur pendapatan serta pembayaran pajaknya. Dengan penerapan
corporate governance yang efektif, maka pengawasan serta pengendalian
terhadap penyimpangan-penyimpangan akuntansi yang mungkin dilakukan

manajemen dapat lebih ditekan.

E. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian yang
dilaksanakan:

1. Aspek Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti bahwa corporate
governance dapat memperkuat hubungan negatif antara likuiditas dan
profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Pengawasan corporate
governance diharapkan dapat mempertemukan dua kepentingan yang
berbeda antara pihak internal dan eksternal. Dengan pengawasan yang

ketat yang dilakukan oleh corporate governance, perusahaan akan lebih
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bertanggung jawab terhadap pihak eksternal dan tetap tunduk terhadap
hukum.
. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan
bahwa dengan kondisi keuangan perusahaan yang sehat, usaha manajemen
untuk bertindak agresif terhadap pajak dapat lebih diminimalisir dengan
penerapan corporate governance yang efektif. Melalui corporate
governance, maka perusahaan diharapkan dapat memperhatikan
kepentingan-kepentingan stakeholder namun tetap berlandaskan pada

peraturan-peraturan yang berlaku.



